
 

 

 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.558, 2018 KEMTAN. Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran 

Benih Tanaman. Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12/PERTANIAN/TP.020/04/2018 

TENTANG 

PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, 

Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan 

dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak, telah diatur 

produksi, sertifikasi, dan peredaran benih bina; 

b. bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, standardisasi, kebutuhan, dan tuntutan 

masyarakat, Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a belum menampung benih 

varietas lokal, sehingga perlu ditinjau kembali;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pertanian tentang Produksi, 

Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman;   

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 
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2.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

3.   Undang-Undang   Nomor   29   Tahun   2000   tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043); 

4.   Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang 

Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3616); 

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 

7.   Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 227); 

8.   Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

9.   Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ 

PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat 

Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura 
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sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.390/10/2009; 

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/ 

OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan; 

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1243); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PRODUKSI, 

SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1.   Benih Tanaman yang selanjutnya disebut Benih adalah 

tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk 

memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman. 

2.   Benih Bina adalah Benih dari varietas unggul tanaman 

pangan dan tanaman hijauan pakan ternak yang telah 

dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi. 

3.   Produksi Benih adalah serangkaian kegiatan untuk 

menghasilkan Benih. 

4.   Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan 

dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan Sertifikat 

Benih. 

5.   Peredaran Benih adalah serangkaian kegiatan dalam 

rangka penyaluran dan/atau pemasaran Benih. 

6.   Benih Varietas Lokal adalah Benih yang diproduksi dari 

Varietas Lokal. 

7.   Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai 

oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, 
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biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis 

yang sama. 

8.   Varietas Lokal adalah Varietas tanaman yang telah 

beradaptasi dan berkembang pada lokasi tertentu. 

9.   Pendaftaran Varietas Lokal adalah serangkaian kegiatan 

mendaftarkan suatu Varietas Lokal untuk kepentingan 

produksi, sertifikasi dan Peredaran Benih. 

10. Benih Inti (Nucleus Seed) yang selanjutnya disebut NS 

adalah Benih awal yang penyediaanya berdasarkan 

penelitian, pemuliaan, dan perakitan.  

11. Benih Penjenis (Breeder Seed) yang selanjutnya disebut 

BS adalah Benih yang diproduksi dari NS. 

12. Benih Dasar (Foundation Seed) yang selanjutnya disebut  

BD adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi 

standar mutu kelas BD. 

13. Benih Pokok (Stock Seed) yang selanjutnya disebut BP 

adalah keturunan pertama dari BD atau BS yang 

memenuhi standar mutu kelas BP. 

14. Benih Pokok-1 (Stock Seed-1) yang selanjutnya disebut 

BP1 adalah keturunan pertama dari BP yang memenuhi 

standar mutu kelas BP1.  

15. Benih Pokok-2 (Stock Seed-2) yang selanjutnya disebut  

BP2 adalah keturunan pertama dari BP1 yang memenuhi 

standar mutu kelas BP2.  

16. Benih Sebar (Extension Seed) yang selanjutnya disebut 

BR adalah keturunan pertama dari BP2, BP1, BP, BD, 

atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BR.  

17. Benih Sebar-1 (Extension Seed-1) yang selanjutnya 

disebut BR1 adalah keturunan pertama dari BR yang 

memenuhi standar mutu kelas BR1. 

18. Benih Sebar-2 (Extension Seed-2) yang selanjutnya 

disebut BR2 adalah keturunan pertama dari BR1 yang 

memenuhi standar mutu kelas BR2.  

19. Benih Sebar-3 (Extension Seed-3) yang selanjutnya 

disebut BR3 adalah keturunan pertama dari BR2 yang 

memenuhi standar mutu kelas BR3. 
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20. Benih Sebar-4 (Extension Seed-4) yang selanjutnya 

disebut BR4 adalah keturunan pertama dari BR3 yang 

memenuhi standar mutu kelas BR4. 

21. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang 

digunakan untuk memproduksi Benih, yang meliputi BS, 

BD, dan BP. 

22. Benih Hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang 

dihasilkan dari persilangan antara dua atau lebih tetua 

pembentuknya (galur induk/inbrida homozygot). 

23. Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut Pemulia 

adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. 

24. Perbanyakan Generatif adalah perbanyakan tanaman 

melalui perkawinan sel reproduksi. 

25. Perbanyakan Vegetatif adalah perbanyakan tanaman 

tanpa melalui penyerbukan. 

26. Sertifikat Benih adalah keterangan tentang 

pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang 

diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok Benih 

yang disertifikasi. 

27. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah proses yang 

menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk 

mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal 

mutu. 

28. Lembaga  Sertifikasi  adalah  suatu  lembaga  penilai 

kesesuaian yang dibentuk berdasarkan peraturan 

perundang-undangan untuk melakukan sertifikasi. 

29. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan 

tentang identitas, mutu Benih, dan masa akhir edar 

Benih. 

30. Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis Benih yang 

mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis, dan/atau 

kesehatan Benih. 

31. Produsen Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau 

instansi pemerintah yang melakukan proses Produksi 

Benih. 

32. Pengedar Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau 

instansi pemerintah yang melakukan penyaluran Benih. 
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